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A. Penegasan judul 
Sebagai kerangka awal untuk memahami judul skripsi ini, terlebih dahulu 
akan jelaskan pengertian judul guna mendapaykan informasi dan gambaran 
yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini. Penelitian yang 
akan dilaksanakan ini berjudul : “Jual Beli Jangkrik Dengan Sistem 
Takaran Perspektif Hukum  Ekonomi Syariah (Studi Kasus di 
Kelurahan Way Kandis Kota Bandar Lampung) ” Untuk menghindari 
kesalahan persepsi dan penafsiran dalam judul tersebut maka akan diuraikan 
secara singkat pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini 
yaitu: 
1. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang 
mempunyai  nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu 
menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuaidengan perjanjian 
atau ketentuan yang telah dibenarkan syara‟ dan disepakati”.
1
   
2. Jangkrik adalah serangga yang berkerabat dekat dengan belalang serta 
memiliki tubuh rata dan antena panjang.
2
 
3. Takaran adalah alat untuk menakar ; sukatan (liter dan sebagainya).3 
Dalam jual beli jangkrik takaran yang digunakan ialah gelas. 
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4. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.4 Pandangan yang 
dimaksud adalah pandangan terhadap keadaan sekarang maupun yang 
akan datang yang mengacu pada pandangan hukum Islam. 
5. Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan 
dengan praktik ekonomis dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia 
yang bersifat komersial yang didasarkan pada hukum Islam.
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B. Alasan Memilih Judul 
Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul di 
atas adalah sebagai berikut : 
1. Alasan Objektif 
Alasan objektif dari penelitian ini adalah banyaknya peternak jangkrik 
ketika proses panen memakai cara takaran gelas dalam jual belinya di 
Kelurahan Way Kandis Kota Bandar Lampung dimana jangkrik tersebut 
dapat melompat lompat sehingga menimbulkan kebiasaan kurang pasnya 
takaran,  maka perlu diketahui tentang masalah tersebut dalam Hukum 
Ekonomi Islam. 
2. Alasan Subjektif 
a. Ditinjau dari aspek bahasan, skripsi ini sangat relevan dengan disiplin 
ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas 
Syariah UIN Raden Intan Lampung. 
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b. Ketersediaannya data-data dan lokasi yang mudah dijangkau serta 
literature yang dibutuhkan dalam penelitian sehingga cukup mendukung 
untuk menyelesaikan skripsi ini. 
C. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk 
kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini 
dikenal dengan istilah muamalah. Adapun salah satu bentuk muamalah dalam 
Islam ialah jual beli, yaitu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan 
dirinya untuk menerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang 
telah disepakati keduanya. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan 
oleh 2 orang atau lebih yang telah rela dan didasari rasa suka sama suka 
antara masing masing pihak yang melakukan transaksi tersebut. Taat aturan 
semacam ini telah dijelaskan didalam ayat : 
                        
                          
 Artinya :  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa : 29) 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan jual beli dengan 
cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli 
yang terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya. Jual 




karena jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia 
sehari-hari.  
Menjalankan sebuah bisnis jual beli tidak akan lepas dari permasalahan 
takaran dan harga. Takaran dan harga memegang peranan penting dalam 
terjadinya kesepakatan antara pedagang dan pembeli. Melalui takaran  akan 
terlihat seimbangnya takaran dan harga barang. Dalam jual beli takaran di 
kalangan pedagang terutama penjual peternak jangkrik yang berada di 
kelurahan Way Kandis kecamatan Tanjung Senang kota Bandar Lampung ini.  
Jangkrik sebagai pemenuhan kebutuhan pakan ikan, burung berkicau atau 
hewan lainnya yang mencapai jutaan ekor tentu tak bisa mengandalkan lagi 
melalui penangkapan di alam bebas. Solusinya yaitu jangkrik harus 
dibudidayakan atau diternakan seperti yang dilakukan oleh Warga Way 
Kandis kota Bandar Lampung tersebut. Jangkrik dapat dipanen ketika sudah 
berumur 28-30 hari. 
Kemudian jangkrik dilakukan proses panen oleh sales jangkrik yang 
bermitra dengan peternak jangkrik. Dalam proses panen petani dan sales 
jangkrik menggunakan gelas sebagai alat takaran. Penggunaan gelas sebagai 
alat takaran adalah kebiasaan yang telah dilakukan oleh para petani dan sales 
jangkrik dalam proses jual beli. Penggunaan gelas tersebut menyebabkan 
mengurangnya takaran jangkrik karena jangkrik melompat-lompat keluar 
gelas takaran sehingga menyebabkan takaran tidak sesuai. Sedangkan, dalam 
proses jual beli takaran menjadi hal yang penting agar tidak terjadi adanya 




Berdasarkan proses panen jangkrik yang menggunakan kebiasaan sistem 
takaran gelas perlu diadakan penelitian dengan pembahasan yang jelas 
mengenai jual beli jangkrik dengan sistem takaran di Kelurahan Way Kandis 
Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. 
Penelitian ini berjudul “Jual Beli Jangkrik Dengan Sistem Takaran 
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus di Kelurahan Way 
Kandis Kota Bandar Lampung)”. 
D. Fokus Penelitian  
Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak 
terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan 
penelitian ini. Maka penelitian ini difokuskan pada jual beli jangkrik dengan 
sistem takaran perspektif hukum ekonomi syariah. 
E. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa pokok masalah 
yang hendak dikembangkan, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:  
1. Bagaimana praktik jual beli jangkrik dengan sistem takaran di Kelurahan 
Way Kandis Kota Bandar Lampung?  
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli jangkrik 
dengan sistem takaran di Kelurahan Way Kandis  Kota Bandar Lampung? 
F. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui praktik jual beli jangkrik dengan sistem takaran di 




2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli 
jangkrik dengan sistem takaran di Kelurahan Way Kandis Kota Bandar 
Lampung 
G. Signifikansi Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikasi 
akademis dan praktis sebagai berikut : 
1. Secara Teoritis 
Penelitian berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu 
pengetahuan mengenai sistem jual beli yang terus berkembang 
dimasyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman 
mengenai bagaimana praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.  
2. Secara praktis 
a. Bagi penulis khususnya penelitian ini dapat menambah pengetahuan 
dan wawasan penelitian khususnya mengenai penetapan takaran dan 
harga yang sesuai dengan ekonomi Islam. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 
penjual maupun pembeli untuk meningkatkan komitmen serta dapat 
digunakan untuk memberikan wawasan, pengertian, pemahaman dan 
pengembangan praktik jual beli yang lebih positif serta diharapkan hasil 
penelitian ini dapat menambah khazanah tentang bermuamalah 




c. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir 
guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN 
Raden Intan Lampung.  
H. Metode Penelitian   
1. Jenis dan Sifat Penelitian  
a. Jenis Penelitian  
Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan 
(field research) adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang 
berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang 
diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.
6
 Peneliti langsung terjun 
ke lapangan untuk mengetahui dan menganalisis penetapan takaran dan 
harga jual beli jangkrik yang dilakukan oleh peternak dan sales jangkrik 
yang ada di Kelurahan Way Kandis Kota Bandar Lampung. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berwujud uraian 
dengan kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang-orang yang 
menjadi objek pengamatan yang bertujuan untuk membuat gambaran 
secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-
sifat populasi atau daerah tertentu.
7
 Dalam penelitian ini 
menggambarkan permasalahan yang ada secara obyektif, guna 
mendeskripsikan pelaksanaan penetapan takaran dan harga jual beli 
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jangkrik sebagaimana adanya, kemudian menganalisa berdasarkan data 
yang ada sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan. 
2. Sumber Data 
a. Data primer  
Data primer adalah data yang langsung diberikan kepada 
pengumpul data dari narasumber. Dalam penelitian ini data primer 
diperoleh langsung melalui wawancara kepada informan kepada pihak 
yang menjadi narasumbernya adalah para peternak jangkrik yang 
menggunakan takaran gelas. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yaitu data 
yang diperoleh dari buku-buku fiqh muamalah, hadis dan jurnal.
8
 Data 
yang diambil dari beberapa buku, jurnal, dan dokumen yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang 
ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, 
maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya 
juga disebut studi populasi atau sensus.
9
 Populasi dalam penelitian ini 
adalah peternak dan sales jangkrik yang menggunakan takaran gelas di 
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Kelurahan Way kandis Kota Bandar Lampung yang berjumlah 6 
peternak jangkrik dan 2 sales jangkrik dengan satuan yang berbeda. 
b. Sampel 
Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti.
10
 Seperti 
yang dikemukakan Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik 
diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. 
Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 
20-50% atau lebih.
11
 Adapun teknik pengambilan sampel pada 
penelitian ini adalah sampel acak (random sampling), yaitu suatu 
sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian dari 
suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipiih sebagai 
sampel. Pada penelitian di lapangan ditemukan populasi yang 
berjumlah 6 peternak jangkrik dan 2 sales jangkrik yang menggunakan 
sistem takaran gelas dalam penjualan jangkrik. Maka dari itu kemudian 
peneliti menjadikan populasi tersebut sampel pada penelitian ini. 
4. Pengumpulan data 
a. Observasi  
Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap 
gejala yang tampak pada lokasi penelitian dan pencatatan secara 
sistematik terhadap fenomena yang ditemukan pada saat penelitian.
12
 
Mengamati aktivitas suatu proses atau objek guna memahami 






V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta, Pustaka 




pengetahuan dari sebuah penelitian untuk mendapatkan informasi-
informasi yang dibutuhkan untuk pengumpulan data. 
b. Wawancara/interview 
Wawancara (interview) adalah kegiatan pengumpulan data primer 
yang bersumber langsung dari responden responden peneliti di 
lapangan (lokasi).
13
 Mengumpulkan data dengan bentuk komunikasi 
langsung kepada pihak yang akan diwawancarai yaitu peternak dan 
sales jangkrik yang dapat mewakili pengambilan data. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah tekhnik pengumpulan data yang tidak 
langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. 
Data-data tersebut dapat berupa bukti konkrit tentang penjualan serta 
hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian. 
5. Pengolahan Data 
Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data  
dilakukan dengan cara: 
a. Pemeriksaan data (Editing) 
Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah 
dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau 
terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
14
 Dalam proses editing 
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dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai 
atau relavan dengan masalah yang dikaji. 
b. Sistematika Data  
Sistematika data (Systematizing), yaitu menempatkan data menurut 
kerangka sistematika bahasan berdasarkan masalah.
15
 Dengan cara 
melakukan pengelompokan data yang telah diedit kemudian diberi 
tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah. 
6. Analisis Data 
Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya yang 
dilakukan oleh penulis ialah menganalisis data tersebut agar dapat ditarik 
kesimpulan. Dalam analisis data ini digunakan metode kualitatif, dengan 
menggunakan pendekatan berfikir secara induktif yaitu jual beli jangkrik 
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A. Kajian Teori 
1) Jual  Beli Menurut Hukum Islam 
a. Pengertian Jual Beli 
Jual beli secara etimologi atau bahasa  adalah pertukaran barang. 
Kata al-bai‟ (jual beli) penggunaannya disamakan antara keduanya. 
Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafal yang 
sama dan pengertiannya yang berbeda. Dalam syari‟at Islam, jual beli 
adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridaan 
antara keduanya atau dengan persetujuan dan hitungan materi.
16
 
Sedangkan menurut pengertian istilah jual beli adalah menukar 
suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). 
Pengertian sebenarnya dari kata “bay‟un” (jual) itu ialah pemilikan 
harta dengan harta (barang dengan barang) dengan menambahkan 
persyaratan saling rela (suka sama suka). Ada yang mengatakan bahwa 
“jual” itu ialah ijab dan qabul (penyerahan dan penerimaan dalam 
transaksi), sesuai firman Allah dalam surat An-Nisa‟ ayat 29 “tijaratan 
an taradin” yang berarti perniagaan yang terjadi suka sama suka.
17
 
Sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar‟i sebagai akad 
yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain 
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dengan cara khusus. Ada juga yang menyebutkan kata akad untuk 
terjalinnya satu seseorang “fasakhtual-bai‟a” artinya jika akad yang 
sudah terjadi bisa dibatalkan lagi, walaupun maksud yang sebenarnya 
adalah membatalkan hal-hal yang menjadi akibat dari akad.
18
 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 
jual beli adalah suatu perjanjian tukar  menukar barang  atau barang 
dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada 
yang lain   atas  dasar   saling   merelakan  sesuai  dengan  ketentuan  
yang dibenarkan syara‟ (hukum Islam).
19
 
b. Dasar Hukum Jual Beli 
Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna. 
Kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan 
adanya aturan-aturan hukum untuk mengatur kehidupan, 
keberlakuannya tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu, serta 
mencakupi berbagai aspek kehidupan umat manusia, termasuk 
didalamnya menciptakan hubungan ekonomi yang baik dan sesuai 
dengan ajaran Islam. 
Banyak orang yang orientasinya hanyalah mendapatkan harta 
sebanyak-banyaknya, sehingga mereka menghalalkan segala cara demi 
mendapatkan harta tanpa mempertimbangkan halal maupun haram. 
Sistem ekonomi Islam dalam aktifitasnya sangat menitik beratkan pada 
nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Oleh sebab itu, 
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pada dasarnya secara keseluruhan bersumber dari Al-Qur‟an dan 
Hadis.
20
 Firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 275: 
                 
                           
                              
                      
      
Artinya:“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka 
yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya 
dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka 
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya.” (Al- Baqarah ayat 275) 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli 
kepada hambanya dengan baik, sebaliknya Allah melarang jual beli 
yang ada unsur ribanya atau dapat merugikan orang lain, dalam surat 
An-Nisa ayat 29 disebutkan : 
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                       
                   
       
Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 
dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.”( QS. An- Nisa : 29) 
 
Dari beberapa dasar hukum yang dikemukakan di atas dapat 
disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam 
Islam, sehingga jual beli dibenarkan dengan memperlihatkan rukun dan 
syarat yang telah ditetapkan syariat Islam mengenai jual beli yang sah. 
c. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai 
frekuensi terjadinya peralihan atas suatu barang dari pihak penjual 
kepada  pihak pembeli.
21
 Untuk itu penjual dan pembeli hendaknya 
terdiri dari orang yang layak mengadakan akad. Maka tidak sah jual 
beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, maupun orang yang tidak 
genap akalnya. Lain dari itu hendaknya jual beli yang mereka lakukan 
itu atas dasar pilihan mereka sendiri.
22
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Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah 
memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut jumhur Ulama rukun dan 
syarat jual beli terdiri dari empat bagian yaitu : 
1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 
2) Sighat (lafal ijab dan kabul) 
3) Ada barangnya yang diperjualbelikan 
4) Ada nilai tukar pengganti barang23 
Menurut ulama Hanafiah, orang yang berakad, barang yang dibeli, 
dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan 
rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual 
beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut: 
1) Orang yang berakad 
Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang 
melakukan jual beli harus memenuhi syarat: 
a) Berakal  
Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan 
orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang 
mumayyiz, menurut ulama hanafiyah, apabila akad yang 
dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima 
hibah, wasiat dan sedekah maka akadnya sah. 
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b) Yang melakukan akad orang yang berbeda 
Artinya, seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang 
bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
24
 
1) Sighat (ijab qabul) 
Ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi 
yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, 
akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang 
bersifat mengikat salah satu pihak. Seperti wasiat, hibah dan wakaf, 
tidak perlu qabul, karena akad seperti itu cukup ijab saja. Apabila 
ijab telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang 
atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Yaitu barang 
yang dibeli seorang pembeli telah menjadi pemilik si pembeli dan 
sebaliknya. Untuk itu para ulama fiqh, mengemukakan bahwa syarat 
ijab dan qabul adalah sebagai berikut: 
a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal 
b) Qabul sesuai dengan ijab 
c) Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah 




Pada zaman modern seperti saat sekarang ini perwujudan ijab dan 
qabul tidak lagi diucapkan, melainkan dilakukan dengan mengambil 
barang dan membayar nya oleh si pembeli, serta menerima uang dan 
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menyerahkan oleh si penjual, tanpa ucapan apapun. Dalam fiqh 
Islam, jual beli seperti ini disebut dengan ba‟i Al-Muat‟tah karena 
hal ini telah menunjukan unsur ridha dari kedua belah pihak. 
2)  Ada barang yang diperjual belikan 
a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual 
menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 
b) Dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh manusia. Oleh sebab itu 
bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, 
karena dalam pandangan syara‟ benda-benda seperti itu tidak 
bermanfaat bagi muslim. 
c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang 
tidak boleh diperjualbelikan. 
d) Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu 
yang telah disepakati ketika transaksi berlangsung. 
4) Nilai tukar pengganti barang 
Terkait dengan masalah nilai ini para ulama fiqh membedakan At-
tsaman dengan As-si‟r. Menurut mereka At-tsaman adalah harga 
pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara actual, 
sedangkan As-si‟r adalah modal yang seharusnya diterima para 
pedagang sebelum diterima oleh konsumen. 
Dengan demikian, dapat diartikan bahwa antara harga untuk 
sesama pedagang dengan harga untuk pembeli harus dibedakan. 




melayani pembelian eceran dalam sekala besar. Syarat-syarat at-
tsaman adalah sebagai berikut: 
a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas 
jumlahnya 
b) Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga itu diserahkan 
kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas 
c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan 




d. Macam-Macam Jual Beli 
1) Jual beli yang diperbolehkan 
Jual beli yang diperbolehkan dalam syariat Islam terdiri dari tiga 
jenis yaitu: 
a) Barangnya dapat dilihat oleh pembeli. 
Tidak sah menjual suatu barang yang tidak bisa diserahkan 
kepada pembeli, misalnya ikan yang masih dilaut, barang yang 
sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.
27
 
b) Dapat diketahui keadaan sifat dan barang. 
Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, zat, bentuk, 
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 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo: 1994), h. 280.   
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c) Barangnya suci dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. 
Tidak sah memperjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya, 
seperti memperjual belikan tikus,ular dan sebagainya.
29
 
2) Jual beli yang dilarang 
Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai 
berikut: 
a) Barang yang dihukum najis oleh agama seperti, anjing, babi, 
berhala, bangkain dan khamar 
b) Jual beli sperma (mani) hewan seperti mengawinkan seekor 
domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh 
keturunan 
c) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. 
Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya tidak ada dan tidak 
nampak 
d) Jual beli dengan muhaqalah 
Jual beli tanaman yang masih diladang atau disawah, jual beli 
seperti dilarang oleh agama sebab ada persangkaan riba di 
dalamnya 
e) Jual beli mukhadharah 
Yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, 
seperti menjual buah rambutan yang masi hijau, mangga yang 
masih kecil, dan lain sebagainya. Hal ini dilarang karna masih 
                                                             
29
 Hasanuddina, Fiqh modul 1-18 (Jakarta:direktoran Jendral Pembinaan Kelembagaan 




samar, dalam arti mungkin  saja buah itu jatuh tertiup angin 
kencang atau gagal panen sebelum diambil oleh pembelinya 
f) Jual beli mulamasah  
Adanya mekanisme tawar menawar antara dua pihak atas suatu 
barang dan apabila calon pembeli menyentuh barang tersebut 




g) Jual beli dengan munabazah 
Yaitu jual beli dengan cara lempar melempar, seperti orang 
berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti 
kulemparkan pula apa yang ada padaku”. 
h) Jual beli dengan mubanazah 
Yaitu jual buah yang basah dan menukarkannya dengan buah 
yang kering, seperti menjual kurma kering dan bayaran dengan 
kurma basah, sedangkan ukurannya dengan di kilo berbeda 
sehingga merugikan pemilik kurma kering. 
i) Jual beli gharar 
Yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi 
penipuan.
31
 Misal ketidaktahuan dalam ukuran dan takaran objek 
akad, tindak pedagang mengurangi takaran suatu barang yang 
dijual, praktik kecurangan dengan mengurangi takaran semacam 
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ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain 
dalam bentuk penipuan atas ketidak akuratan dalam timbangan 
takaran serta pedagang yang memanipulasi dalam kualitas barang 
dagang. 
j) Jual beli yang dilarang agama dan hukumnya sah 
Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama tapi sah 
hukumnya, tetapi orang yang melakukan mendapat dosa. Jual beli 
tersebut antara lain: 
1) Menemui orang desa sebelum mereka masuk kepasar untuk 
membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, 
sebelum mereka tau harga pasar, kemudian jual dengan harga 
setinggi-tingginya. 
2) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain. 
3) Jual beli dengan najasyi. Seseorang menambah atau melebihi 
harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang 
agar orang tersebut mau membeli barang temannya. 
4) Menjual di atas penjualan orang lain.32 
e. Hikmah Jual Beli 
 Allah Swt mensyariatkan suatu jual beli sebagai kebebasan dan 
kekuasaan bagi para hambanya. Hal ini terutama disebabkan bahwa 
manusi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan 
lainnya. Kebutuhan tidak akan pernah berakhir selama yang 
                                                             
32 Dr.H Hendi Suhendi, MS.i. Fiqih Muamalah (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 




bersangkutan masih berkelangsungan hidup. Tidan seorang pun yang 
dapat memenuhi kebutuhan ekonomi kehidupannya secara mandiri, 
melainkan mereka harus berhubungan dengan pelaku ekonomi lainnya. 
Dalam hal ini perputaran harta dengan syariat Islam merupakan suatu 




Adapun hikmah jual beli antara lain : 
1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang 
menghargai hak milik orang lain. 
2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar 
kerelaan. 
3) Masing-masing pihak merasa puas baik penjual melepas barang 
dagangannya dengan imbalan maupun pembeli membayar dan 
menerima barang. 
4) Dapat menjauhkan diri dari memakan barang yang haram atau secara 
batil. 
f. Kaidah Fiqh Tentang Jual Beli 
Adapun kaidah Fiqh yang berhubungan dengan jual beli salah  
satunya adalah sebagai berikut : 
 اْلَعاَدُة ُُمَكََّمةُ 
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Secara bahasa, al-'adah diambil dari kata al-'awud ( العود ) atau 
al-mu'awadah ( المؤدة) yang artinya berulang ( التكرار ). Oleh 
karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa 
diusahakan dikatakan sebagai adat. Sedangkan arti “muhakkamah” 
adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan 
sengketa, artinya adat juga bisa menjadi rujukan hakim dalam memutus 
persoalan sengketa yang diajukan ke meja hijau.
35
 
Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat 
bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil 
dari syar‟i. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan 
hukum. Dan pada dasarnya atau asal mula kaidah ini ada, diambil dari 
realita sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan 
itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah 
berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan 
kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah 
dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu 
amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah 
dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah 
yang dikenal dengan sebutan „adah (adat atau kebiasaan), budaya, 
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tradisi dan sebagainya. Dan Islam dalam berbagai ajaran yang 
didalamnya menganggap adat sebagai pendamping dan elemen yang 
bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan 
sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara‟.
36
 Namun bukan 
berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu 
adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Tidak bertentangan dengan syari'at 
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan 
kemashlahatan 
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim 
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah 




Dasar hukum kaidah fiqh ini di dalam Al-Qur‟an yaitu: 
           
Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan 
yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang 
bodoh.”(QS. Al-A‟raf: 199) 
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(QS. An-Nisa: 19)  
     
Artinya:“Dan pergaulilah mereka secara patut”. (QS. An-Nisa: 19) 
 
QS. Al-Baqarah: 236 
                     
                       
             
 
Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika 
kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu 
bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan 
maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah 
(pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut 
kemampuannya dan orang yang miskin menurut 
kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, 
yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang 
yang berbuat kebajikan”.(QS.Al-Baqarah: 236). 
 
Dasar hukum di dalam Hadis yaitu : 
ْسلِ 
ُ
ُمو َن َحَسًنا فَ ُهَو ِعْنَد اهلِل َحَسن  َما َرآُه  امل  
 “Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di 





                                                             




Dari kaidah di atas muncul kaidah yang berbunyi : 
ْشُروِط بَ يَ نَ ُهم
َ
َْعُروُف َبنَي التُّجَّاِر َكامل
 امل
“Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat 
di antara mereka” 
Maksud kaidah ini yaitu sesuatu yang menjadi adat di antara 
pedagang, seperti disyaratkan dalam transaksi.
39
 Kaidah ini lebih 
mengkhususkan adat atau „urf yang ada (terbiasa) diantara para 
pedagang saja, dimasukan disini dikarenakan masih dalam kaitannya 
dengan kaidah al-adah muhakkamah. Sehingga maksud kaidah ini 
adalah segala sesuatu yang sudah umum (biasa) dikenal dikalangan para 
pedagang, maka posisi (status hukum) sesuatu ini adalah sama dengan 
seperti sebuah ketetapan syarat yang berlaku diantara mereka, walau 
sesuatu itu tidak disebutkan dengan jelas dalam sebuah akad atau 
ucapan. Namun aplikasi kaidah ini tidak hanya berlaku untuk transaksi 
antara sesama pedagang saja, akan tetapi juga berlaku antara pedagang 
dan pembeli, selama terkait dalam bidang perdagangan, sekalipun 
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2. Konsep Takaran dan Timbangan 
a. Pengertian Takaran dan Timbangan dalam jual beli 
Kata „takaran‟ dalam kamus Bahasa Arab, yaitu: mikyal,kayl.
40
 
Sedangkan kata „timbangan‟ dalam kamus Bahasa Arab yaitu: wazn, 
mizan.
41
 Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui 
kadar, berat atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses 
mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar yang sering 
disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan 
bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para 
pedagang menggunakan alat yaitu kaleng, tangan, dan lain- lain. 
Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut 
dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Timbangan dipakai 
untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dan lain-lain). 
Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan 
perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam 
perspektif ekonomi syariah. 
Termasuk diantara hal-hal terkait dengan muamalah adalah penipua 
barang dagangan dan kecurangan. Jika penipuan dilakukan terhadap 
pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya. Penipuan seperti itu tingkat 
dosanya sangat besar. Jika penipuan diketahui pembeli, dosanya lebih 
                                                             
40 Imam Basyari Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia-Arab, ( Kediri: Lembaga 
Pendidikan Pondok Pesantren Al Basyari, 1987), h. 625. 
41




ringan. Adapun jika muhtasib (petugas hisbah) meragukan kebenaran 
timbangan dan takaran dipasar, ia diperbolehkan mengujinya.
42
 
b. Dasar Hukum Takaran dan Timbangan 
Allah memerintahkan jual beli dilangsungkan dengan 
menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman Nya 
dalam Q.S Al-Isra‟ayat 35 yang berbunyi: 
                    
      
Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 
timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang 
lebihutama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S Al-
Isra‟: 35) 
Di samping itu Allah Swt, mencegah mempermainkan timbangan 
dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar menimbang.
43
 
Sebagaimana firman Allah dalam Q.s Al-Muthaffifin ayat 1-6 yang 
berbunyi. 
                          
                          
                      
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Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) 
orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 
mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau 
menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.Tidaklah 
orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka 
akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari 
(ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?” 
( QS. Al- Muthaffifin :1-6 ) 
 
Nash Al-Qur‟an ini menunjukan bahwa orang-orang curang yang 
diancam oleh Allah dengan kecelakaan yang besar. Mereka menakar 
untuk orang lain, bukan menerima takaran dari orang lain. Seakan-akan 
mereka mempunyai kekuasaan terhadap manusia dengan suatu sebab 
yang menjadikan mereka dapat meminta orang lain memenuhi takaran 
dan timbangan dengan sepenuhnya.
44
 
Dalam Fatwa-Fatwa jual beli, seorang pegawai toko roti bertanya 
tentang mengurangi timbangan adonan kue atas perintah pemilik toko 
kue yang kemudian dijawab bahwa yang wajib dilakukan ialah 
menimbang secara adil sebagai wujud pelaksanaan perintah dari Allah 
Ta‟ala. Jangan sekali-kali mentaati orang yang menyuruh untuk 




Allah memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran 
dan timbangan dan melarang untuk mengurangi timbangan yaitu 
terdapat dalam Q.s Al-A‟raf ayat 85 yang berbunyi: 
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                       
                         
                   
                
Artinya : “Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan 
saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, 
sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu 
selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti 
yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran 
dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi 
manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan 
janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah 
Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik 
bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman." ( 
QS. Al-A‟raf : 85) 
 
Nabi Syu‟aib memerintahkan umatnya untuk menyempurnakan 
takaran dan timbangan serta melarang mereka berbuat curang masalah 
tersebut.
46
 Sebagaimana firman Allah dalam Q.s Asy- Syu‟ara‟ ayat 
181-184: 
                      
                    
                     
Artinya : “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk 
orang- orang yang merugikan, Dan timbanglah dengan 
timbangan yang lurus.Dan janganlah kamu merugikan 
manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di 
muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah 
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kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat 
yang dahulu." ( QS Asy- Syu‟ara‟ : 181-184 ) 
 
Peraturan yang mengatur tentang timbangan di  Indonesia yaitu 
undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1981 tentang 
Metrologi Legal pada Bab IV Pasal 14 yaitu: 
Dengan peraturan pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, 
takar, timbangan dan perlengkapan yang: 
1) Wajib ditera dan ditera ulang. 
2) Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya. 
3) Syarat-syaratnya harus dipenuhi.47 
Menteri mengatur tentang : 
1) Pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbangan dan 
perlengkapannya. 
2) Pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang. 
3) Tempat-tempat dan daerah di mana dilaksanakan tera dan tera ulang 
alat-alat ukur, takar dan timbangan dan perlengkapannya untuk jenis-
jenis tertentu.  
Semua alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya pada 
waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat –syarat : 
1) Sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf c undang-undang ini dan 
yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak 
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dapat dipergunakan lagi oleh pegawai yang berhak menera atau 
menera ulang 
2) Tata cara pengurusan alat-alat ukur, takar, timbangan dan 




c. Akurasi takaran dan timbangan sebagai keabsahan dalam jual beli 
Peraturan pengukuran dan timbangan tidak hanya diatur dalam 
hukum Islam saja, namun ada hukum positif yang berlaku diindonesia 
yang mengatur hal tersebut yaitu UU No. 2 Th 1981 tentang metrologi 
legal. Metrologi (ilmu pengukuran) adalah disiplin ilmu yang 
mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi dan akurasi bidang 
industri, ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Metrologi legal merupakan metrologi yang berhubungan dengan 
satuan-satuan ukuran metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, 
takar, timbangan dan perlengkapannya, serta syarat-syarat teknik dan 
peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi 
kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran: 
1) Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi 
pengukuran kuantitas dan kualitas 
2) Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi 
pengukuran kuantitas atau penakaran 
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3) Alat timbangan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi 
pengukuran massa atau penimbangan 
4) Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai 
sebagai perlengkapan utama tambahan pada alat-alat ukur atau 
penimbangan 




Metrologi mencakup tiga hal utama: 
1) Penetapan definisi satuan-satuan ukuran yang diterima secara 
internasional (misalnya meter) 
2) Perwujudan satuan-satuan ukuran berdasarkan metode ilmiah 
(misalnya perwujudan nilai meter menggunakan sinar laser) 
3) Penetapan rantai ketelusuran dengan menentukan dan merekam nilai 
dan ukuran suatu pengukuran dan menyebarluaskan pengetahuan itu 
(misalnya hubungan anatara nilai ukur suatu mikro meter ulir 
dibengkel dan standar panjang dilaboratorium standar).
50
 
Metrologi dikelompokkan kedalam tiga kategori utama dengan 
tingkat kerumitan dan akurasi yang berbeda-beda. 
1) Metrologi ilmiah 
Berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar-standar 
pengukuran dan pemeliharaannya. 
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2) Metrologi industry 
Bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat-alat 
ukur di industri berfungsi dengan akurasi yang memadai, baik dalam 
proses persiapan, produksi, maupun pengujiannya. 
3) Metrologi Legal 
Berkaitan dengan pengukuran yang berdampak pada transaksi 
ekonomi, kesehatan, dan keselamatan.
51
 
Badan metrologi mempunyai tugas memberi tanda tera. Menera 
ialah menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, 
atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah 
atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai 
yang berhak. 
Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah 
atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan 
tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan 
oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan 
pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan 
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Jenis-jenis tanda tera yaitu: 
1) Tanda sah 
Tanda sah dibubuhkan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, 
timbangan, dan perlengkapan yang disahkan pada waktu di tera atau 
ditera ulang. 
2) Tanda batal 
Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, timbangan, dan 
perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera 
ulang. 
3) Tanda jaminan 
Tanda jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian 
tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbangan atau perlengkapannnya 
yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau 
perubahan. 
4) Tanda daerah  
Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada 
alat-alat ukur, takar, timbangan atau perlengkapannya, agar dapat 
diketahui di mana dan oleh siapa peneraan dilakukan. 
5) Tanda pegawai yang berhak 
Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada 
alat-alat ukur, takar, timbangan atau perlengkapannya diberikan surat 
keterangan tertulis sebagai penggantinya.
52
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Dalam UU No. 2 th 1981 tentang Metrologi Legal pada pasal 12 
dijelaskan bahwa: 
1) Alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang pada 
waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat 
dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai 
tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera 
atau menera ulang. 
2) Tata cara perbaikan alat-alat ukur, takar, timbangan, dan 




3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 tahun 2017 tentang 
Pengawasan Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola 
satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur 
yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan 
Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum 
dalam hal kebenaran pengukuran. 
3. Konsep Harga 
a. Pengertian Harga 
Menurut para ekonom, harga, nilai dan faedah (utility) merupakan 
konsep-konsep yang sangat  berkaitan. Utility adalah atribut suatu 
produk yang  dapat memuaskan kebutuhan. Sedangkan nilai adalah 
ungkapan secara kuantitatif tentang kekuatan barang untuk dapat 
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menarik barang lain dalam pertukaran. Dalam perekonomian sekarang 
ini untuk mengadakan pertukaran atau untuk mengukur nilai suatu 
produk kita menggunakan uang, bukan sistem barter. Jumlah uang yang 
digunakan di dalam pertukaran tersebut mencerminkan tingkat harga 
daris uatu barang.
54
 Jadi, harga dapat didefinisikan sebagai berikut : 
Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong, harga adalah sejumlah 
uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai 
yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari 
memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.
55
 
Menurut Basu Swasta dan Irawan harga adalah jumlah uang 
(ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk 
mendapat sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya.
56
 
Harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit 




Dari definisi tersebut kita  dapat menyimpulkan bahwa harga yang 
dibayar oleh pembeli itu sudah termasuk pelayanan yang diberikan oleh 
penjual. Bahkan penjual juga menginginkan sejumlah keuntungan dari 
harga tersebut. 
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Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan 
keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi. 
1) Peranan alokasi dari harga yaitu fungsi harga dalam membantu para 
pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas 
tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan 
demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk 
memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis 
barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai 
alternatif dari yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana 
yang dikehendaki. 
2) Peranan informasi dari harga yaitu fungsi harga dalam mendidik 
konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini 
terutama   bermanfaat  dalam  situasi  di mana   pembeli  mengalami 
kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara 
objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang 
mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.
58
 
b. Konsep Harga dalam Islam 
Harga  merupakan   salah   satu   variabel   dari  pemasaran  atau 
penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya 
segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli 
diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang 
                                                             




melarangnya, dan selama harga  tersebut terjadi  atas dasar  keadilan 
dan suka  sama  suka  antara penjual dan pembeli. 
Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu 
barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, 
dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat 
menjadi  berkurang.  Penetapan  harga  yang   dilakukan  penjual  atau 
pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan 
diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan 
dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat 
sasaran. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai 
cara seperti : 
1) Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat 
mengontrol harga yang dilempar dipasaran. Harga ditentukan oleh 
mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini 
penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan 
2) Penetapan  harga  jual  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  artinya 
pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama 
menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan 
harga jual barang sesuai kehendaknya. 
3) Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan, 
maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual 








Menurut  Jumhur  Ulama  telah  sepakat  bahwa  Islam menjunjung 
tinggi  mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja 
pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari 
kebijakan ini adalah  mengupayakan harga yang adil, harga yang 
normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan Islami,  baik yang 
bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan 
perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang 
bersih, yaitu: 
1) Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang 
diharamkan 
2) Bersikap benar, amanah dan jujur 
3) Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba  
4) Menerapkan kasih sayang 
5) Menegakkan toleransi dan keadilan60 
Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap 
kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna 
merupakan resultan dari kekuatan yang bersifat massal, yaitu 
merupakan fenomena alamiyah. Pasar yang bersaing sempurna 
menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh 
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karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan 
mekanisme pasar yang sempurna. 
Menurut Ibnu Taimiyah naik dan turunnya harga tidak selalu 
disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat 
transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun 
akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang 
yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu,jika permintaan 
terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga 
barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan 
melimpahnya barang mungkin disebakan oleh tindakan yang adil atau 
mungkin juga tindakan yang tidak adil.
61
 
Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang 
terjadi merupakan kehendak Allah. Hal tersebut yang impersonal. Ibnu 
Taimiyah juga membedakan dua faktor penyebab pergeseran kurva 
permintaan dan penawaran yaitu tekanan pasar yang otomatis dan 
perbuatan melanggar hukum dari penjualan, misalnya penimbunan.
62
 
Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. 
Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang, yaitu 
sebagai berikut: 
1) Talaqi rukban dilarang karena pedagang yang menyongsong 
dipinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual 
dikampung akan harga yang berlaku dikota. Mencegah masuknya 
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pedagang desa kekota ini (entry barrier) akan menimbulkan 
pasaryang tidak kompetitif. 
2) Mengurangi timbangan  dilarang karena barang dijual dengan harga 
yang sama dengan jumlah yang sedikit. 
3) Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual 
mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk. 
4) Menukar kurma kering dengan basah dilarang karena takaran kurma 
basah ketika kering bias jadi tidak sama dengan kurma kering yang 
ditukar. 
5) Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua tukar kurma 
kualitas sedang dilarang  karena  setiap kualitas kurma mempunyai 
harga pasarnya. Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu, 
kemudian membeli kurma yang lain dengan uang. 
6) Transaksi najasy dilarang  karena si penjual  menyuruh orang  lain 
memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang 
lain tertarik. 
7) Ikhtikar dilarang yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan 
norma dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih 
tinggi. 





                                                             





c. Penentuan Harga dalam Islam 
Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (al-„adl/justice), termasuk 
juga dalam penentuan harga. Terdapat beberapa terminologi dalam 
bahasa Arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil ini. Antara 
lain : si‟r al- mitsl, tsaman almitsl dan qimah al-„adl. Istilah qimah 
al‟adl (harga yang  adil)  pernah digunakan  dalam  Rasulullah  Saw,  
dalam mengomentari kompensasi bagian bagi pembebasan budak, di 
mana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap 
memperoleh kompensasi dengan harga yang adil (shahih muslim).  
Istilah qimah al-„adl juga banyak digunakan oleh para hakim yang 
telah  mengkodifikasikan hukum Islam tentang  transaksi  bisnis  dalam 
obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, membuang 
jaminan atas harta milik, dan sebagainya.
64
 
Meskipun  istilah-istilah  di atas  telah  digunakan  sejak  masa 
Rasulullah dan al-Khulafa‟ al-Rasyidin, tetapi  sarjana muslim pertama 
yang memberikan perhatian secara khusus adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu 
Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasaan 
harga ini, yaitu: „iwad  al  mits  (equivalen  compensation/ kompensasi 
yang setara). Dalam al-hisbahnya ia  mengatakan: “ Kompensasi yang 
setara akan diukur dan ditaksirkan oleh hal-hal yang setara dan dan 
itulah esensi keadilan  (nafsal-„adl)”. Di mana pun  ia membedakan  
antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta 
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harga yang adil dan disukai, dan mempertimbangkan harga yang setara 
itu sebagian harga yang adil.
65
 
Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang 
mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis 
harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari 
komitmen  syari‟ah Islam terhadap keadilan yang  menyeluruh. Secara 
umum harga yang adil ini adalah harga yang  tidak menimbulkan 
eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan 
menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat 
bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh 
keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara 
dengan harga yang dibayarkan. 
Konsep  harga yang adil yang didasarkan  atas  konsep equivalen 
price jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga 
dengan konsep just price. Konsep just price hanya melihat harga dari 
sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja. Konsep ini 
jelas memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab 
konsumen juga  memiliki penilaian tersendiri atas dasar  harga  suatu 
barang. Itulah sebabnya syari‟ah Islam sangat menghargaih arga yang 
terbentuk atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.
66
 
Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah 
satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Bahkan, keadilan 
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sering kali dipandang sebagai intisari dari ajaran Islam dan dinilai Allah 
sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan.
67
 
Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan 
harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan 
mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan 
harga disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran. 
Kebolehan intervensi harga antara lain : 
1) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu 
melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (profit margin) 
sekaligus melindungi pembeli dalam hal purchasing power. 
2) Bila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikkan 
harga dengan cara ikhtikar. Dalam hal ini penjual menzalimi 
pembeli. 
3) Pembeli  biasanya mewakili  masyarakat yang lebih  luas,  
sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil, 
sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan 
masyarakat yang lebih luas.
68 
Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ekonomi Islam. 
Menegakkan keadilan dan  memberantas  kezaliman  adalah  tujuan  
utama dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan sering kali diletakkan 
sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Seluruh ulama terkemuka 
sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling 
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utama dalam maqashid syari‟ah. Sayyid Qutb menyebutkan keadilan 




Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam 
(P3EI), berdasarkan makna adil yang ada dalam al-Qur‟an 
sebagaimana disebutkan di atas, maka bisa dirutunkan nilai turunan 
yang berasal darinya sebagai berikut: 
a. Persamaan Kompensasi 
Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, 
yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi  yang sepadan 
kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. 
Pengorbanan yang  telah dilakukan inilah yang menimbulkan hak 
kepada  seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk 
memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya. 
b. Persamaan Hukum 
Persamaan hukum disini berarti setiap orang harus diperlakukan 
sama di  muka  hukum.  Tidak  boleh  ada  diskriminasi  terhadap 
seseorang dimuka hukum atas dasar apapun juga. Dalam konteks 
ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dalam setiap 
aktivitas maupun transaksi ekonomi. Tidak ada alasan untuk 
melebihkan hak suatu golongan atas golongan lain hanya karena 
kondisi yang berbeda dari kedua golongan tersebut. 
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Moderat  disini  dimaknai  sebagai  posisi  tengah-tengah.  Nilai 
adil disini dianggap telah diterapkan seseorang jika seseorang yang 
bersangkutan mampu memposisikan dirinya  dalam posisi ditengah. 
Hal ini memberikan implikasi bahwa seseorang  harus mengambil 
posisi  ditengah  dalam  arti  tidak  mengambil  keputusan yang 
terlalu memperingan, misalnya dalam hal pemberian kompensasi. 
d. Proporsional 
Adil tidak selalu diartikan kesamaan hak, namun hak ini 
disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik 
dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung 
jawab ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang.
70
 
B. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka mengungkapkan hasil penelitian yang pernah di 
lakukan oleh para peneliti terdahulu. Selain itu, penelitian terdahulu dapat 
dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan 
penelitian itu sehingga terjadi penelitian yang saling terkait. Di antara 
penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian adalah sebagai 
berikut: 
Pertama, Skripsi oleh Narul Ita (2018) dari UIN Raden Intan Lampung 
yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur 
Dengan Cara Comot (Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung)” penelitian ini 
                                                             




menarik permasalahan di antaranya : bagaimana  tinjauan hukum Islam 
terhadap  jual  beli  bumbu  dapur  dengan  cara  comot yang dilakukan oleh 
pedagang Pasar Tugu Bandar Lampung. Metodologi yang digunakan adalah 
kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Berdasarkan 
penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli bumbu dapur 
dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar  Lampung merupakan jual beli 
menggunakan perkiraan atau spekulasi dalam mengambil barang 
dagangannya, tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. Transaksi jual 
beli dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar lampung merupakan kebiasaan 
yang selalu dilakukan oleh penjual bumbu dapur. Karena jual beli dengan 
cara comot dilakukan dengan adanya unsur kepercayaan dan kerelaan 
diantara kedua belah pihak. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap jual 
beli bumbu dapur dengan cara comot ialah diperbolehkan/ tidak menyalahi. 
Karena jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli di mana 
pembeli dan penjual sama-sama rela tanpa ada unsur paksaan.
71
 
Kedua, Nita Yuliana (2018) dari UIN Raden Intan Lampung yang 
berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Takaran dan Harga Dalam Jual 
Beli BBM” studi di penjual BBM pertamini dan eceran di Sukabumi  Bandar 
Lampung”. Penelitian ini menarik permasalahan yaitu bagaimana tinjauan 
hukum Islam terhadap takaran dan harga dalam jual beli BBM di Sukabumi 
Bandar Lampung. Metodologi yang digunakan kualitatif dan jenis penelitian 
ini adalah lapangan (field research). Ditinjau dari hukum Islam bahwa 
                                                             
71
 Narul Ita (2018) dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum 
Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur Dengan Cara Comot. (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana 




penjual BBM pertamini dan penjual BBM eceran di Sukabumi Bandar 
Lampung telah menggunakan alat takar literan yang sesuai dengan ukuran 
pada umumnya. Namun dalam prakteknya masih terdapat kecurangan 
kekurangan takaran dari masing-masing peralatan yang digunakan. Terdapat 
50% penjual yang takarannya tidak pas dan, 50% yang takarannya pas. Harga 




Ketiga, Heri Purwanto (2019) dari UIN Raden Intan  yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem 
Takaran” studi kasus di desa bandar sari, Kecamatan Way Tuba Kabupaten 
Way Kanan, Lampung. Penelitian ini menarik permasalahan yaitu: bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli bibit lele dengan sistem takaran 
di desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Lampung. 
Berdasarkan penelitian ini dapat dikemukakan bahwa
 
dalam  proses 
penjualan  bibit  lele  mereka  menentukan  harga  dari hitungan per ekor, 
namun dalam pelaksanaannya mereka tidak menghitung per ekor  tetapi  
dengan  cara  menggunakan  takaran  dan  perkiraan.  Dalam  hal  ini terdapat 
adanya unsur penyimpangan dalam praktek dan mekanisme jual beli yang 
ditentukan oleh Islam. Akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap 
penjual ataupun pembeli, karena antara kedua pihak tersebut sama-sama rela. 
Hal ini dilakukan karena gelas sampling yang dihitung per ekor bibit lele 
                                                             
72
 Nita Yuliana, “Analisis Hukum Islam Terhadap Takaran dan Harga Dalam Jual Beli 
BBM” studi di penjual BBM pertamini dan eceran di Sukabumi  Bandar Lampung”. (Untuk 





hanya untuk mengetahui harga per ekor bibit lele, maka gelas seterusnya 
menggunakan sistem takaran (gelas).
73
 
Dari beberapa karya ilmiah yang ada, setelah penulis mengamati dan 
menelusurinya, kajian secara spesifik dan komprehensif terdapat persamaan 
maupun perbedaannya. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas 
masalah jual beli, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek 
permasalahan yang akan dibahas oleh setiap penulis.  
Oleh karena itu, mengenai jual beli jangkrik dengan sistem takaran 
perspektif hukum ekonomi syariah belum ada yang mengkajinya, sehingga 
penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya 
ilmiah yang berjudul Jual Beli Jangkrik dengan Sistem Takaran Perspektif 
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